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ABSTRAK
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan hukum alat-alat bukti dalam
perkara pidana berdasarkan sistem peradilan pidana Indonesia dan untuk mengetahui
kekuatan pembuktian keterangan ahli dalam perkara pidana ditinjau dari sistem peradilan
pidana. Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan jenis penelitian
hukum normatif berupa penelitian kepustakaan yang menggunakan 3 bahan hukum yaitu
bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum
ini menitikberatkan pada studi kepustakaan yang berarti akan lebih banyak menelaah dan
mengkaji aturan-aturan hukum yang ada dan berlaku. Hasil penelitian menunjukan
Berdasarkan Pasal 183 tersebut, terlihat bahwa pembuktian harus didasarkan sedikitnya
pada dua alat bukti yang sah, disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat
bukti tersebut. Artinya, tersedianya minimum dua alat bukti saja, belum cukup untuk
menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Sebaliknya, meskipun hakim sudah yakin terhadap
kesalahan terdakwa, maka jika tidak tersedia minimum dua alat bukti, hakim juga belum
dapat menjatuhkan pidana terhadap terdakwa. Penjelasan Pasal 183 KUHAP menentukan
pilihan bahwa sistem pembuktian yang paling tepat dalam kehidupan penegakan hukum di
Indonesia adalah sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif, semi tegaknya
keadilan, kebenaran dan kepastian hukum. Kedudukan keterangan ahli dalam pemeriksaan
suatu perkara pidana adakalanya diperlukan dan adakalanya tidak. Hal itu tergantung dari
bentuk dan jenis perkara pidananya. Keperluan akan keterangan ahli sebagai contoh bisa
ditemukan dalam KUHAP sendiri. Misalnya Pasal 132 ayat (1) KUHAP yang
menyebutkan, “Dalam hal diterima pengaduan bahwa sesuatu surat atau tulisan palsu atau
dipalsukan atau diduga palsu oleh penyidik, maka untuk kepentingan penyidikan, oleh
penyidik dapat dimintakan keterangan mengenai hal itu dari orang ahli”. Demikian juga
dengan Pasal 133 ayat (1) KUHAP yang menyebutkan, Keterangan ahli sebagai alat bukti
yang sah tidak menjadi alat bukti utama berupa keterangan saksi yang memberikan
keterangan atas fakta dari suatu perbuatan pidana. Artinya, ketika keterangan saksi sebagai
alat bukti tidak ada, maka suatu tindak pidana bisa dinyatakan dengan hanya berdasarkan



keterangan ahli saja. Atau keterangan ahli lebih menjadi pertimbangan utama dalam
memutus suatu perkara pidana, ketika keterangan saksi lemah.



DAFTAR PUSTAKA

Andi Hamzah, 1996, Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta: CV. Sapta Artha Jaya

------------------ , 1985, Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta: Ghana

Indonesia
Andi Hamzah, 1985, Pengantar Hukum Acara Pidana, Jakarta: Ghalia Indonesia
------------------ , 2000, Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, Jakarta
Adam, Chazawi. 2014. Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi. Jakarta: PT Alumni.

A., Djoko, Sumaryanto. 2009. Pembalikkan Beban Pembuktian. Jakarta: PT Prestasi
Pustakaraya.

Agus, Kasiyanto. 2015. Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang & Jasa. Jakarta:
Prenanda Media.

Agus, Takariawan. Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana. Jakarta: Pustaka Reka

Cipta.

Aloysius, Wisnubroto, & G., Widiartana. 2005. Pembaharuan Hukum Acara Pidana.
Bandung: Citra Aditya Bakti.

Andi, Hamzah. 2007. Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan

Internasional. Jakarta: Sinar Grafika.

Anshoruddin, 2004, Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif,
Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Anwar, Yesmil dan Adang, 2009, Sistem Peradilan Pidana (Konsep, komponen, dan
pelaksanaannya dalam penegakkan Hukum di Indonesia), Bandung: Widya
Padjadjaran.



Ashshofa, Burhan, 2000, Metode Penelitian Hukum , Jakarta: Rineka Cipta.

Bakhri, Syaiful, 2009, Hukum Pembuktian Dalam Praktik Peradilan Pidana, Jakarta: P3IH

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta.
Bambang, Waluyo. 2015. Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jakarta: Sinar Grafika.

Chazawi, Adami, 2006, Kemahiran dan Keterampilan Praktik Hukum Pidana, Malang:

Bayumedia.

Bambang Poernomo, 1982, Seri Hukum Acara Pidana Pandangan terhadap Asas-Asas

Umum Hukum Acara Pidana, Yogyakarta: Liberty

Bambang Sutiyoso, 2007, Metode Penemuan Hukum Upaya Mewujudkan Hukum yang
Pasti dan Berkeadilan, Yogyakarta: Ull Press

Hari Sasangka dan Lily Rosita. 2003. Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana,
Bandung: Mandar Maju

H. R. Abdussalam, 2008, Tanggapan Atas Rancangan Undang-Undang Tentang Hukum
Acara Pidana, Jakarta: Restu Agung

Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2003, Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana,
Bandung: Mandar Maju

Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta, 1989, Filsafat Hukum, Mashab dan Refleksinya,
Bandung: Remadja Karya, Bandung

Moch. Faisal Salam, 2001, Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek, Bandung: CV
Mandar Maju

Miriam Budiardjo, 1999, Dasar-Dasar IImu Politik, Jakarta; P.T. Gramedia Pustaka Utama

M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan
Penuntutan, cet VIl Jakarta: Sinar Grafika

M. Hamdan, 2005, Tindak Pidana Suap & Money Politics, Pustaka Bangsa Press, Medan.

Moeljatno, 2007, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Jakarta: Bumi Aksara,



Nico Ngani, | Nyoman Budi Jaya; Hasan Madani, Mengenal Hukum Acara Pidana, Bagian

Umum Dan Penyidikan . Yogyakarta: Liberty
Oemar Seno Adji, 1980, Hukum, Hakim Pidana, Jakarta: Erlangga

Philipu M. Hadjon, 1987, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia, Surabaya: Bina

lImu
R. Subekti, 2001, Hukum Pembuktian, Jakarta : Pradnya Paramita
Subekti, 2001, Hukum Pembuktian, Jakarta: Pradnya Paramitha

Sumartini, 1996, Pembahsan Perkembangan Pembangunan Hukum Nasional tentang

Hukum Acara Pidana, Jakarta: Departemen Kehakiman
Sudikno Mertokusumo, 2003, Mengenal Hukum, Yogyakarta: Liberty

Sasangka Hari dan Lily Rosita. 2003. Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana Untuk

Mahasiswa dan Praktisi. Bandung: Mandar Maju.

Soeparmono R. 2002. Keterangan Ahli dan Visum et Repertum dalam Aspek Hukum Acara
Pidana. Bandung: CV. Mandar Maju

Wirjono Prodjodikoro. 1982. Hukum Acara Pidana di Indonesia. Bandung : PT. Sumur,

Yahya Harahap, 2002, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Penyidikan
Dan Penuntutan, Jakarta: Sinar Grafika, 2002



